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PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 16 TAHUN 2011

TE N TA N G

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden

Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang

Penerapan KTP berbasis NIK secara Nasional, perlu

dilakukan pengaturan administrasi kependudukan;

b. bahwa pengaturan administrasi kependudukan tersebut

dilakukan dalam rangka untuk memberikan pelayanan,

perlindungan, pengakuan dan penentuan status pribadi

dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan

peristiwa penting yang dialami oleh penduduk serta

mendapatkan data yang akurat, benar dan lengkap;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Daerah Kota Sawahlunto tentang Penyelenggaraan

Administrasi Kependudukan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
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Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) jo

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang

perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II

Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto /

Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3423);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-

pokok Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3019);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik IndonesiaN omor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang

Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234 );

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Negara

Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006

tentang Administarsi Kependudukan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

14. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan

Pencatatan Sipil;

15. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang

Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk

Kependudukan secara Nasional ;
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16. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2003

tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota

Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun

2003 Nomor 9 Tahun 2003 seri, E.1);

17. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2008

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008

Nomor 16);

18. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2009

tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah

Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

dan

WALIKOTA SAWAHLUNTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN

ADMINISTRASI KEPENDUDUDUKAN

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut

asas otonomi dan tugas pembantuan dan prinsip otonomi

seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-

undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
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3. Daerah adalah Kota Sawahlunto;

4. Walikota adalah Walikota Sawahlunto;

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah lembaga pewakilan rakyat daerah

Kota Sawahlunto sebagai unsur penyelenggara pemerintah

daerah;

6. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto yang bertanggung jawab

dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan

administrasi kependudukan;

7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat

Daerah;

8. Camat adalah Kepala Kecamatan di lingkungan Pemerintah

Kota Sawahlunto;

9. Desa/Kelurahan adalah Wilayah kerja Kepala Desa/Lurah

sebagai Perangkat Daerah;

10. Kepala Desa adalah Kepala Desa di lingkungan Pemerintah

Kota Sawahlunto;

11. Lurah adalah Kepala Kelurahan di lingkungan Pemerintah

Kota Sawahlunto.

12. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan

penataan dan penertiban dalam dokumen dan data

Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan

Sipil, Pengelolaan informasi Kependudukan serta

pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan

pembangunan sektor lain;

13. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing

yang bertempat tinggal di Daerah;

14. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI

adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang

bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai

WNI;

15. Orang Asing adalah Orang bukan WNI;

16. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang di

terbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai


